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Indonesia masuk ke dalam jgjaran 10 besar negara di duniayang memiliki produksi nikel terbesar dan
memiliki kemampuan untuk menghasilkan produksi nikel sebesar 800.000 M T. Pada tahun 2019,
pemerintah Indonesia menerbitkan aturan yang melarang ekspor bijih nikel yang mulai berlaku pada bulan
Januari 2020 di dalam Permen ESDM 11/2019. Kebijakan ini menjadi dasar digugatnya Indonesia oleh
negara-negara Uni Eropa ke Dispute Settlement Body WTO dan diklaim bahwa kebijakan tersebut tidak
sesuai (inkonsisten) dengan Article X1:1 dan Article X:1 GATT 1994. Pada tanggal 30 November 2022,
Panel DSB WTO telah mensirkulasikan laporan atau putusan dari sengketa DS592, yang memposisikan
Indonesia sebagai pihak yang kalah. Di dalam putusannya, Panel DSB WTO menyatakan bahwa kebijakan
pembatasan ekspor dan kewajiban pengolahan domestik (domestic processing requirement) telah
inkonsisten terhadap Pasal X1:1 GATT 1994 karena kebijakan pembatasan ekspor merupakan bentuk
pelarangan ekspor dan persyaratan pengolahan dalam negeri merupakan pembatasan yang juga berdampak
membatas ekspor. Melalui artikel ini, penulisingin mengkaji putusan DSB WTO tersebut apakah sudah
sesual dengan tujuan perdagangan internasional, yang bertujuan untuk memberikan manfaat dan keuntungan
bagi seluruh pihak, termasuk Indonesia, dan apa yang menjadi kepentingan nasional Indonesia dan juga
negara-negara Uni Eropa tersebut. Metode penelitian yang digunakan dalam artikel ini menggunakan
pendekatan yuridis normatif, yaitu menggunakan bahan-bahan kepustakaan dan pertimbangan-pertimbangan
majelis DSB pada putusan-putusan lain dengan perkara yang serupa.

...... Indonesiaisincluded in the top 10 countries in the world that have the largest nickel production and can
produce nickel production of 800,000 MT. In 2019, the Indonesian government issued a regulation banning
the export of nickel ore which took effect in January 2020 under ESDM Ministry Regulation No. 11/2019.
This policy became the basis for European Union countriesto file their claims to the WTO Dispute
Settlement Body, under which they claimed that the policy was inconsistent with Article X1:1 and Article
X:1 GATT 1994. On 30 November 2022, the WTO DSB Panel has circulated the report or decision of the
DS592 dispute, which positioned Indonesia as the losing party. In its decision, the WTO DSB Panel stated
that the export restriction policy and domestic processing requirements (domestic processing requirements)
were inconsistent with Article X1:1 GATT 1994 because the export restriction policy was aform of export
ban and domestic processing requirements were restrictions which also had the effect of limiting exports.
Through this article, the author wants to examine whether the WTO DSB decision is in accordance with the
objectives of international trade, which aimsto provide benefits for al parties, including Indonesia, and
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what isin the national interests of Indonesia and also the European Union countries. The research method
used in this article uses anormative juridical approach, namely using library materials and the DSB
council's considerations in other decisions with similar cases.



